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BAB.VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan

sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

6.1.1. Jalan Raya Abepura 

a) Kemacetan di ruas jalan raya abepura di kawasan bisnis pada saat ini 

disebabkan oleh bercampurnya arus lalulintas lokal dan arus lalulintas

menerus

b) Berdasarkan penelitian ini, didapatkan bahwa kinerja ruas jalan raya

abepura Kota Jayapura sebagai berikut :

- Arus lalulintas arah waena-jayapura yaitu pada ruas jalan raya

abepura kawasan bisnis dengan derajat kejenuhan di jam sibuk

yaitu V/C = 0,38 < 0,80

- Arus lalulintas arah jayapura-waena yaitu pada ruas jalan raya

abepura pada kawasan bisnis derajat kejenuhan yaitu :

V/C = 0,40 > 0,80

c) Faktor yang paling berpengaruh terhadap turunnya kinerja ruas jalan

raya abepura pada kawasan bisnis adalah adanya hambatan samping 

yang sangat tinggi, sehingga memicu turunya kecepatan kendaraan  

dari kecepatan rencana menjadi : waena-jayapura V= 21,5 km/jam dan 

jayapura-waena= 24,9 km/jam
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6.1.2. Jalan Alternatif  

 Setelah dilakukan pemecahan penanganan arus lalulintas pada kawasan 

bisnis, dengan cara mengalihkan arus menerus melalui jalan alternatif, dapat 

mengurangi kemacetan/kepadatan lalulintas pada kawasan btersebut, V/C 

sebgai berikut : 

- Lalulintas Waena-Jayapura dengan V/C = 0,19 < 0,80

- Lalulintas Jayapura-Waena dengan V/C = 0,09 < 0,80

- Kecepatan 60 km/jam 

6.2. Saran

 Saran yang dapat diberikan bagi Pemerintah Kota Jayapura adalah:

a) Perlu peningkatan beberapa bagian jalan yang mengalami kerusakan, 

beserta fasilitas untuk pejalan kaki

b) Perlu dipikirkan untuk pengalihan arus menerus lebih optimal melalui 

jalan alternatif

c) Perlu dipikirkan untuk mengoptimalkan kapasitas ruas jalan raya

abepura pada kawasan bisnis, dengan mengurangi hambatan samping

d) Perlu penataan lahan parkir kembali di kawasan bisnis

e) Perlu meningkatkan manajemen lalulintas 
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NO Foto Keterangan

1 Kordinasi Dinas 
Perhubungan Kota 
Jayapura (pengambilan 
data sekunder)

2 Angkot yang 
melanggar aturan, pada 
menurunkan maupun 
menaikan penumpang.

3 Volume lalulintas pada 
pagi hari cukup padat
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NO Foto Keterangan

4 Angkot yang 
menurunkan mapun 
menaikan penumpang 
pada badan jalan

5 Bus menurunkan 
penumpang maupun 
menaikan penumpang 
pada badan jalan.

6 Volume kendaraan 
cukup padat pada sore 
hari, serta hambatan 
samping yang cukup 
tinggi pada kawasan 
bisnis
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NO Foto Keterangan

7 Volume lalulintas pada 
siang hari jam pulang 
kantor dan anak 
sekolah

8 Volume lalulintas pada 
sore hari cukup padat

9 Volume lalulintas pada 
hari libur (minggu)
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NO Foto Keterangan

10 Bus menurnkan 
maupun menaikan 
penumpang pada badan 
jalan

11 Pedagang kaki lima 
pada sore hari berjualan 
pada bahu jalan

12 Team survei 
perhitungan lalulintas 
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NO Foto Keterangan

13 Panjang antrean pada 
siang hari

14 Kondisi jalan yang 
mengalami kerusakan

15 Pada hari libur 


